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ABSTRAK 

Tri Zulfandi Putra 

NETRALITAS POLITIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  

NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN  

REPUBLIK INDONESIA 

 

Skripsi, Fakultas Hukum, 2019 

Kata Kunci: Netralitas Politik, Kepolisian Republik Indonesia, UU Kepolisian. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya beberapa oknum anggota 

Kepolisian Republik Indonesia terlibat kegiatan politik praktis dan tidak netral. 

Kepolisian sebagai organ pemerintah menjadikan tugasnya tidak terlepas dari 

kondisi yang saling memengaruhi dengan berbagai proses dan penekanan-

penekanan kebijakan formal yang ditentukan oleh penguasa. Kepolisian modern 

berada di antara tantangan yang menyebabkan kegiatan institusi tersebut 

mengalami perubahan besar, terutama berkaitan dengan persoalan netralitas atau 

independensi kepolisian dalam arus kekuasaan. Dalam pengertian tersebut, fungsi 

kepolisian memiliki kedekatan dengan aspek politik yang melingkupi tugasnya. 

Hal ini perlu dikaji dan diteliti mengenai netralitas Kepolisian Republik Indonesia 

terhadap kegiatan politik praktis berdasarkan UU Kepolisian. Metode yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan 

melakukan penelitian lapangan untuk pengambilan data primer melalui 

wawancara secara langsung kepada pihak yang berwenang. Dalam UU Kepolisian 

yang menjadi titik rawan netralitas kepolisian terletak pada perumusan yang 

bersifat vertikalistis dalam fungsi, tugas, peranan, kewenangan, pengawasan dan 

kedudukannya. Oleh sebab itu, yang menyebabkan kepolisian sulit bersikap netral 

boleh jadi karena masing-masing individu di kepolisian ingin punya jabatan, naik 

pangkat, dan serta kedudukannya yang di bawah presiden yang tidak lepas dari 

hal politisasi lembaga eksternal dari kepolisian dan itu semua butuh dorongan 

politik, sulit netral karena beberapa oknum anggota kepolisian mudah goyah akan 

jabatan dan kekuasaan. 
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ABSTRACT 

Tri Zulfandi Putra 

POLITICAL NEUTRALITIES OF INDONESIAN NATIONAL POLICE 

BASED ON ARTICLE 28 SECTION (1) OF THE CONSTITUTION NUMBER 

2 OF 2002 ABOUT INDONESIAN NATIONAL POLICE 

Script, Law Faculty, 2019 

Keywords: Political Neutralities, Indonesian National Police, Constabulary Constitution 

The background of this study, there are many members of Indonesian National 

Police involve in practical politic activity and not neutral. Police as a part of 

governmental, influences the others with many process and formal policy pressure 

by authority. The challenges of modern police made the activity of this institution 

got a major change, especially about neutralities cases or the independence of 

police in a current of power. In that sense, the function of police have politic 

aspects in their duties. It need to be studied and researched about the neutralities 

of Indonesian National Police on practical politic activity based on constabulary 

constitution. This study is juridical-normative study. The source of datas are 

primary data. The primary data, got by doing survey and interviews directly to the 

police. In constabulary constitution who become trouble spot of police neutrality sets 

up in formulation which is verticalistic in functions, duties, roles, authorities, 

controls, and its positions. Because of that, the reason that make the police is 

dificult to be neutral because each person in constabulary want to have the 

position, promoted, and also their position under the president isn’t loose from 

politicization of constabulary external institution and that’s all need political 

encouragement, it can’t be neutral because there are many members of 

constabulary are greedy with position and authority. 
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